


ABSTRAK
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Otonomi dasrah telah memberikan peluang bagi daerah vang telab mampu
dari sepals aspek baik potensi daerah, sumber daya manusia, lvas wilavah.
administrasi dan lainnya dapat memekarkan daerabinya menjadi lebih dari satu daerah
vang diatur pada pasal 4 ayat 4 T 32 Tahon 2004, Secara terperinct pemekaran
daerah diatur dalam PP RI MNa. 129 Tahun 2000 dan kemudian direvisi menjadi PP RI
Mo, 78 Tabun 2007. Daerah Kecamatan Mandau vang merupakan saleh satu
Fecamatan (i Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau adalah salah satu daersh vang
menuntut pemekaran wilayah untek menjadi sebuah kabupaten. Sampai saat ini
tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Mandau yang tergabung dalam DPMEM dan
KP2KM terus memperjuangkan pemekaran Mandau, Dan dalam proses tuntutan ini
dibutubkan partisipasi politik dari masvarakat Mandau asar tujuan masyarakat
Mandau tercapai,

Penelitian ini mendeskripsikan partisipesi politik masyarakat dalam proses
tuntutan pembentukan  Kabupaten Mandaw., Masvarakat Mandau  melakukan
perjuangan diskomodasi oleh DPMEM dan KP2ZKM. Dalam menganalisa data
temuan, peneliti menggunakan aspek kajian keikutsertaan masyarakat dalam teori
gerakan sosial Lofland, keikutseraan ini adalah pactisipasi politik masvarakat dan
dasar kKonseplual bentuk-hentuk partisipesi politik yanp dikemukakan oleh Gahriel A.
Almond.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatil denpan
tipe deskriptif. Proses pengumpulan data menpgpunakan observasi, wawancara dan
dokumentasi. [nforman penelitian secara purposive sampling, vaitu informan yang
ditentukan oleh peneliti dengan kriteria sebagai informan yang paling tahu secara
mendalam  tentang  permasalaban penelitian dan  memudahkan peneliti  dalam
menjelzjahi obyek sosial yang diteliti. Teknik analisa data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik etik dan emik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses tuntutannya, masvarakat
telah menunjukan bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional berupa diskusi
nolitik, membentuk kelompok kepentingan, komunikasi politik dengan pejabat politik
atau pejabar administratif. Sedanghkan partisipasi politik non-konvensional berupa
pembububan tanda tangan sebagal bentuk petisi, aksi demonstrasi, dan pemboikotan
aktivitas serta penyanderaan beberapa alat! mobil, Dari semua tindakan partisipasi
politik masyarakat yang telah dilakukan, sampai saat ini tuntutan masyarakat belum
tzrpenuhi dikarenakan benturan syarat administratif dan penolakan olsh pemerintahan
mduk, Wamun masyarakat akan terus berjuang agar tujuan mereka tercapai.

o sunct: partivipasi politik, proves, funtutan, pembentukan daerah, pemekaran
wileyah.



BABI1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

{honomi dasrah mulai dilaksanakan seiring dengan diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-
undang ini dibuat untek memenuhi funtutan reformasi, yaitu mewwjudkan suatu
Indonesia baru, Indonesia vang lebih demokratis, lebih adil dan lebih sejahtera’,
Semenjak dilaksanskannva Undang-undang ini, telah banyak perubahan yang
terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Daerah diberi wewenang
vang luas untuk mengelola segala potensi dan kekayaan yang dimilikinya, guna
dimanfastkan hagl pembangunan dan peningkatan kesejahterasn masyarakat,
Hubungan antara pemerintah  pusal  dengan  pemerintah  daerah  bersifat
deseniralisasi, bukan lapi sentralisasi sebagaimana sebelum undang-undang
berlaku. Scbagian besar wewenang pemerintzhan diserahkan kepads Dacrah,

Pada masa awal reformasi. selain adanya keinginan provinsi untuk
memisahkan diri darl republik, juga bermunculan aspirasi dari berbagal dacrah
vang juga menginginkan dilakukannya pemekaran provinsi atau kabupaten.
Dalam upaya pembentukan provinsi dan kabupaten bara ini, tarik menarik
welompok yang setuju dan vang tidak setuju terhadap pemekaran daerah sehagai
ziihat otonomi daerah telah meningkatkan suhu politik lokal. Berangsur-angsur
cemekaran wilayah pun direaliszsikan dengan pengesabannys oleh Presiden
Zenublik Indonesia melalui undang-undang, [an sampai sekarang sudah ada

#ozali Abdullah, Pefabsanaans Otonomi Livas dengay Pemiliban Kepala Dograh Secara
_omerpng, Jakarta, PTRaja Grafindo Persada, 2005, hal.i.




beberapa provinsi barw, yakni Banten, Kepulauzn Riaw, Bangka Belitung, dan
Gorentalo,

UUD 1945 tidak mengatur perthal pembeniukan daerah atau pemekaran
wilavah secara khusus, namun disebutkan dalam pasal 18b ayat | bahwa, “negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah vang bersifat
khusus ataw bersifat istimewa vang diatur dengan undang-und.ang-‘"‘"- selamjutnya
pada ayat 2 pasal vanp sama tercannum sebagai berikot: “negara mengakui dan
menghommati  Kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  heserta  hak-hak
tradisionalnyva sepanjang masth hidup dan sesual dengan  perkembangan
masvarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yvang diatur dalam
undang-undang”.

Secara lebib khusus, UL Momor 32 Tahun 2004 menpatur Ketentuan
mengenal pembentukan daerah dalam bab 11 tentang pembentukan daerah dan
kawasan khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga termasuk
Zzlam ruang lingkup pembentukan daersh, UL Nomor 32 Tahun 2004
menentukan babwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-
cndang tersendin, Ketentuan ini tercantum dalam pasal £ avat 1, kemudian ayat 2.
vang menvatakan bahwa; “wndang-undang pembentukan daerah sebagaimana
simaksud pada ayat | antars lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas,
sukota, kewenangan menyelenggarakan pemerintghan, penunjukan penjabat
c=ala dacrsh, pengisian  keanggotaan DPRD, pengaliban  kepegawaian,
endanaon, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah™, Legalizasi pemckaran

~zvah dicantumbkan dalam pasal yanp sama pada ayat berikutnya avat 3 vang

scrmesia (a), UL BI i 1945
Zeeesia () UL Mo, 32 tahun 2004 tentang pemerintahon doerah, posal 4
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menyatakan bahwa; “pernbentukan dasrah dapat berupa pengpabungan beberapa
daerah ataw bagian daerah vang bersandingan atau pemekaran dan sate dacrah
menjadi dua dasrah ataw lebih”, Dan avat 4 menyvebutkan, “pemekaran dari satu
daerah menjadi dua daerah atau lebih sebhagaimana dimaksud dalam avat 3 dapan
dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenpggara pemerintaban™ .

Kemudian masalah pemekaran secara terperinei diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomeor 29 Tahun 2000 tentang kriteria pembentukan, penggabungan
dan penghapusan dacrah. Karena adanya beberapa masalah dan peraturan ini Gidak
sesuai lagi denpgan perkembanpan ketatancgaraan dan tuntutan penyelenggaraan
otonomi daerah maka p:mﬁnmh merevisi peraturan ini dan mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara pembentukan,
pengeabungan dan penghapusan daerah,

Berdasarkan Peraturan ini, pembentukan daerah hanya dapat dilakukan
zpabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan, Dalam
iz cara pembentukan dserah kabupaten scbagaimana  yang tercantum dalam
materi PP No. 78 / 2007 dilaksanakan dan dimulai dan aspirast sebagian besar
Tmasvarakat dalam bentuk keputusan BPD untuk desa dan Forum Komunikasi
ctuk kelurahan di wilayah vang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten yvang
svan dimekarkan. Kemudian DPRID kabupaten dapat mermutuskan unfuk
menvetujui atan menolak aspirasi masyarakat dalam bentuk keputusan DPRD
serdasarkan  aspirasi sebagian  besar  masyzrakat  setempat. Lalu bupats

—emutuskan untuk menvetujel atau menolak aspirasi ind berdasarkan hasil kajian




BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuwan penelitian ind adalzb mendeskripsikan bentuk partisipasi politik

masvarakat dalam proses luntulan pembentukan Kabupaten Mandao, mengetahu

faktor-fakior apa saja vang melatarbelakangi masvarakat untuk berpartisipasi dan

mengetahui kendala apa saja yong dibadapn oleh masyarakat,

Berdasarkan temuan-temuan dif lapangan vang menjadi tujuan dalam

penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

bentuk partisipasi politik masyarakat Kecamatan Mandau dalam proses
tendutan pembentukan Kabupaten Mandaw dibagl menjadi dua bentuk
partisipasi politik. Perfama; bentuk  partisipasi politik konvensional,
bentuk partisipasi politik ini meliputi kegiatan diskusi politik dimana
EE;:him:.-'El. ide terhodap pemekaran Mandau lahic dad diskusi politik vang
dilakukan oleh. wkeh masyarakat Mandsu, membentuk dan bergabung
dalam  kelompok masyarakat yang berkepentingan  dimana hal  ind
dilakukan dengan membentuk DPMEM dan KP2KM yang digolongkan
dalam kelompok kepentingan dan mewakili masvarakat Mandan untuk
mencapal kepentingan dan tujusn yang akan dicapal, Dan melakukan
komunikasi politik dengan pejabat politik atau pejabat administratif yang
bermpjuan untuk menyampaikan aspirast masyarakat Mandaw | Kedua,
bentuk parlisipasi politik non-konvensional. Bentuk partisipasi politik inl

berupa pengajuan dukungan vang dilakukan masyarakat Mandau dalam
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bentuk petisi atau pembubuhan tanda tangan di kain spanduk yang panjang

sebapai bentuk dukungan masvarakat. Melakukan demonstrasi sebagal

benmk parfisipasi pelitik yang bertujuan untuk melancarkan aspirasi dan

tuntutan agar  direspon oleh  pemerintah, Dan bentuk  penyanderaan

terhadap barang berupa mobil operasional milik PT. CP1 Duri agar PT.

CPI mendengar aspirasi masvarakat dan menyampaikan aspirasi ini pada

pemerintah.

. beberapa [akior vang ielatarbelakangi masyarmkat untuk berpartisipasi

adalah:

I

falktor perjusngan vang dilakukan adalah perjuangan masvarakal it
sendiri dan masyarakat harus 1erlibat dalam proses ini.

atas dasar keinginan masvarakal untuk mengegunzakan hak polittknya
untuk mengeluarkan aspirasi dan berpartizipasi.

persamasan  kepenlingan  dimana  masyarakat  Mandag  ingin
mendapatkan pelayanan vang lebib baik dan pembangunan yang sesoal
dengan tingkat kemampuan dacrah serta keinginan untuk mengelola
assel darl potensi vang ada di Mandau,

gjakan dalam benluk sosialisasi yang dilakukan oleh DPMEM dan
KP2EM  scbagai orpanisasi perjuangan  pembentukan Kabupalen

Mandau,

. beberapa hal yang menjadi kendala yvang dihadapi oleh masyarakat dalam

berpartisipasi vaiti.
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